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ABSTRAK 
Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah 

terhadap kontribusi pendapatan asli daerah dalam lingkungan volatilitas. Penelitian ini 

dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan menggunakan data runtut (times 

series) tri wulan dari tahun 2009 sampai 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara terstruktur, obsevasi partisiasi dan studi dokumentasi. Teknik analisiss yang 

digunakan yaitu analisis kontribusi dan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa realisasi penerimaann pajak daerah dimana pajak hotel, restoran, 

hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap 

pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dalam lingkungan volatilitas.  

 Kata kunci: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan 

jalan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

 

 ABSTRACT 
The purpose of this research is to find out and get information about the influence of local 

tax revenue to local revenue contribution in volatility environment. This research was 

conducted in the Department of Revenue of Denpasar by using series data (times series) 

quarterly from 2009 to 2013. The data was collected through structured interviews, 

observation participation study documentation. The analysis technique used is the 

contribution analysis multiple linear regression. The results showed that local tax revenue 

is taxes hotels, restaurants, entertainment, advertising, and street lighting tax and 

sigifikansi positive effect on revenue as the dependent variable in a volatile environment.  

 Keywords: Hotel  tax, restaurant tax, entertainment tax, advertisement tax, street lighting 

tax and revenue (PAD) 

 

 

PENDAHULUAN 

          Bali merupakan tujuan wisata Indonesia bagian timur yang sudah dikenal 

dimanca negara atau dengan katalain sudah mendunia, walaupun Bali pernah 

mengalami jatuh dalam dunia pariwisatanya karena bom Bali, namun tidak 

menyurutkan semangat para pemimpin dan pelaku bisnis untuk terus berjuang 

meningkatkan kunjungan wisatawan datang ke Bali. Industri pariwisata Bali 
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merupakan salah satu bisnis andalan di Bali dan telah memberikan kontribusi 

yang besar pada Pendapatan Asli Daerah dan seterusnya disingkat (PAD) Bali..  

PAD bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta masuk kedalam pendapatan 

daerah yang sah, hal itu bertujuan untuk memberikan jalan kepada daerah untuk 

mendapatkan pendanaan, hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan 

otonomi daerah serta pelaksanaannya dituangkan pada Peraturan daerah (UU 

No.28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Kontribusi PAD 

Kota Denpasar , sebagian besar bersumber dari pemungutan pajak daerah dimana 

terdiri dari; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bummi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Disamping 

beberapa sumber pendapatan daerah lainnya yaitu retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan  lain–lain pendapatan asli 

daerah yang sah (Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2013).  

Secara umum untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah, dapat 

diukur dari aspek keuangan yaitu dengan membandingkan target dan realisasi 

penerimaan kas dari sektor pajak khususnya, maka dibutuhkanlah informasi arus 

kas yang stabil, dalam artian mempunyai perubahan yang kecil.  

  Pencapaian kinerja dari aspek keuangan yaitu jumlah penerimaan 

realisasi kas dari sektor pajak ke bendahara daerah  tersebut, belum tentu 

memperlihatkan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas, yang merupakan tiga 

elemen utama dari value for money. Disamping aspek keuangan, kinerja juga 
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diukur dengan aspek non keuangan, yang merupakan aspek keprilakuan misalnya; 

tingkat pendidikan/ pengetahuan, pembelajaran dan tingkat pelayanan yang 

diberikan dalam upaya meningkatkan penerimaan realisasi kas dari sektor pajak.  

Pajak hotel ialah pajak  atas  pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan khusus 

yang disediakan agar seseorang dapat menyewa ruangan dalam bangunan 

tersebut guna untuk beristirahat, serta mendapatkan sebuah fasilitas pelayanan 

yang diberikan dengan harga tertentu, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

H1 : Pajak Hotel berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar 

Pajak  restoran ialah pajak  yang didapat atas pelayanan yang diberikan 

oleh sebuah restoran.  Restoran merupakan sebuah tempat yang menyediakan 

makanan serta minuman dengan harga tertentu untuk seseorang atau kumpulan 

orang yang akan membelinya serta restoran adalah tempat dimana seseorang dapat 

memakan makanan ataupun meminum minuman yang disediakan tersebut di 

tempat, dengan pungutan bayaran tertentu, kecuali usaha catering dan jasa boga.  

 H2: Pajak restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar 

Pajak  hiburan  merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang 

meliputi semua permainan ketangkasan, permainan, jenis pertunjukan, maupun 

sebuah keramaian dalam keadaan apapun, yang dapat dinikmati seseorang 

maupun banyak  orang  dan dipungut biaya, kecuali penggunaan fasilitas 

olahraga. 

H3 : Pajak hiburan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar 
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Pajak  reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri 

dari alat maupun benda, perbuatan secara langsung ataupun melalui media yang 

menurut corak maupun bentuk ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan 

guna menganjurkan, memujikan dan memperkenalkan seseorang, jasa maupun 

barang agar dapat menarik suatu perhatian umum, serta ditempatkan  disuatu 

tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. 

H4: Pajak reklame berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar 

Pajak penerangan jalan merupakan pembayaran rekeningnya dibayar oleh 

pemerintah daerah karena penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan tersedia  

penerangan jalan di wilayah tersebut.  

H5: Pajak penerangan jalan berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kota 

Denpasar  

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar 

yang berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No 12 Denpasar. Beberapa alasan 

dipilihnya lokasi ini karena kota denpasar sebagai pusat laju pertumbuhan 

penduduk yang sangat tinggi di bandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu 

sebesar 7,18% (BPS Kota Denpasar 2012) dan tidak kalah pentingnya penerimaan 

PAD dari sektor pajak daerah, rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan 

sebesar 114,22% kenaikan ini yang sangat signifikan (Dispenda Kota Denpasar 

2013).  
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Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, 

sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ialah pajak hotel (X1), pajak 

restoran (X2), pajak hiburan (X3), pajak reklame (X4), pajak penerangan jalan 

(X5). Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  data kuantitatif yang 

dari Dinas Pendapatan Kota Denpasar, yaitu realisasi penerimaan pajak daerah 

terhadap  PAD dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sedangkan data kualitatif  

dikumpulkan melalui informasi berupa keterangan atau penjelasan baik tertulis 

maupun lisan dari yang berkompeten, terkait obyek penelitian. Sumber  data  

diperoleh  dari  data  sekunder  triwulan,  berupa  data time series target PAD dan 

realisasi penerimaan pajak daerah yang dikumpulkan dari Kantor Dinas 

Pendapatan Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai dengan 2013 serta berupa 

gambaran umum (sejarah singkat, geografis, demografis, pemerintahan) Kota 

Denpasar. Uji-uji yang dilakukan dalam SPSS adalah uji Regresi Linear 

Berganda, yang terdiri dari uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kontribusi realisasi penerimaan jenis- jenis pajakdaerah merupakan 

perbandingan/ rasio antara realisasi penerimaan PAD, baik secara parsial maupun 

secara total. Rasio ini mengindikasikan kontribusi besar kecilnya suatu jenis-jenis 

pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio berarti semakin besar pula 

tingkat kontribusi realisasi penerimaan jenis-jenis pajak terhadap PAD. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih detail, mengenai kontribusi realisasi 

penerimaan pajak daerah terhadap PAD ditunjukan pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 1.  

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2009 - 2013 

Tahun  Jenis-Jenis Pajak Daerah (%) 

 

 Hotel Restoran Hiburan Reklame P.Jalan 

2009 35,29 11,72 2,38 5,21 13,30 

2010 31,83 12,50 2,42 5,25 13,11 

2011 21,70 9,25 1,64 3,45 9,40 

2012 20,32 9,01 1,81 3,40 8,76 

2013 17,23 8,60 1,48 1,46 8,46 

Rata-rata 25,27 10,22 1,95 3,75 10,61 

Sumber: data diolah, 2014 

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukan bahwa kontribusi realisasi 

penerimaan ke lima jenis pajak daerah tersebut mengalami penurunan dari tahun 

2009 sampai tahun 2013, terhadap PAD. Untuk tahun 2009 sampai 2010, ke lima 

jenis pajak daerah tersebut memberikan kontribusi di atas rata-rata yaitu:  

Untuk pajak hotel sebesar 35,29% dan 31,83% dengan rata-rata sebesar 

25,27%  tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak restoran sebesar 11,72%  dan 

12,50% dengan rata-rata sebesar 10,22% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak 

hiburan sebesar 5,21% dan 5,25% dengan rata-rata sebesar 3,75% tahun 2009 dan 

tahun 2010. Untuk pajak reklame sebesar 2,38% dan 2,42% dengan rata-rata 

sebesar 1,95% tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk pajak  penerangan jalan sebesar 

13,30% dan 13,11% dengan rata-rata sebesar 10,61% tahun 2009 dan tahun 2010. 

Sedangkan untuk tahun 2011 sampai 2013, ke lima jenis pajak daerah tersebut 

memberikan kontribusi di di bawah rata-rata yaitu: Untuk pajak hotel dengan rata-

rata sebesar 25,27%. Untuk pajak restoran dengan rata-rata sebesar 10,22%. 

Untuk pajak hiburan dengan rata-rata sebesar 3,75%. Untuk pajak reklame dengan 

rata-rata sebesar 1,95%. Untuk pajak  penerangan jalan dengan rata-rata sebesar 

10,61%.  
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Tabel 2. 

 Hasil Regresi Linear Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig 

B 
Std. 

Eror 
Beta 

Constanta -3,531 1,322  -

2,671 

0,018 

P. Hotel (X1) 12,655 11.375 0,238 1,113 0,285 

P. Restoran (X2) 51,693 17,000 0,678 3,041 0,009 

P. Hiburan(X3) 7,308 54,245 0,023 0,135 0,895 

P. Reklame (X4) 

P. Penerangan 

Jalan    (X5) 

-1,378 

4,609 

15,406 

22,262 

-0,007 

0,058 

 

-

0,089 

0,207 

0,930 

0,839 

Adjusted R 

Square 

Sig. F 

F hitung 

    0,939 

0,000 

59,24 

Sumber: data diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 2 maka didapatkan hasil perhitungan nilai F hitung 

sebesar 59.245 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000 dengan 

nilai sig. dibawah 0,05, maka model ini layak digunakan.Sedangkan, besarnya 

adjusted R² sebesar 0,939, berarti ke lima jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel 

(X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Hiburan (X3), Pajak Reklame (X4) dan Pajak 

Penerangan Jalan (X5) sebagai variabel independen, secara serentak mampu 

memberikan kontribusi sebesar 93,90% terhadap PAD sebagai variabel dependen, 

sedangkan sisanya sebesar 6,10% disebabkan oleh factor-faktor di luar model. 

 Pada table 2 terdapat uji t sebesar:  Y = -3.531 + 12.655 X1 + 51.693 X2 + 

7.307 X3 – 1.378 X4 + 4.609 X5, dimana variabel Y adalah PAD dan variabel X 

merupakan jenis pajak daerah. Hasil uji statistik t pada Coefficients
a
 untuk 

menguji signifikansi konstanta dan apakah variabel-variabel independen (X) 

mempunyai pengaruh secara parsial (terpisah atau sendiri-sendiri) terhadap 

variabel dependen (Y).  Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t 

berdasarkan probabilitas sebagai berikut: 
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Ho-1:  t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima  

Ho-2:  t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima  

Ho-3:  t hitung < t table, maka Hi ditolak dan Ho diterima  

Ho-4:  t hitung < t tabel, maka Hi ditolak dan Ho diterima  

Ho-5: t hitung < t tabel, maka Hi ditolak dan Ho diterima  

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak 

restoran sebagai variabel independen secara parsial, ada pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. dalam 

lingkungan volatilitas. Sedangkan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak 

penerangan jalan secara parsial, tidak ada pengaruh atau pengaruhnya negatif pada 

pendapatan asli daerah di kota Denpasar. 

SIMPULAN DAN SARAN 

  Simpulan  yang dapat diberikan sebagai berikut Terkait  penerimaan  

Pajak  Daerah   terhadap  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) 

menunjukkan bahwa, secara absolut dari pajak daerah yaitu pajak hotel,  pajak 

restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan, secara efektif 

jumlah rupiah realisasi penerimaan meningkat setiap tahun ke kas daerah Kota 

Denpasar, akan tetapi secara persenttase realisasi penerimaan masing-masing 

pajak daerah terjadi penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil 

pengujian hipotesis (1).  Koefisien Determinasi (R²), menunjukan bahwa, 

besarnya adjusted sebesar 0,939, berarti ke lima jenis pajak daerah sebagai 

variabel independen, secara serentak mampu memberikan kontribusi sebesar 

93,90% terhadap PAD sebagai variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 
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6,10% disebabkan oleh faktor-faktor diluar dari  model. (2). Uji   Signifikansi   

Simultan  (Uji  Statistik  F),   menunjukkan   bahwa   realisasi penerimaan 

keempat pajak daerah sebagai variabel independen, dimana koefisien regresi 

jenis-jenis pajak daerah sebagai variabel independen (X) yaitu pajak hotel (X1), 

pajak restoran (X2), pajak hiburan (X3) dan pajak penerangan jalan (X5) adalah 

bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jenis-jenis pajak daerah 

terhadap PAD sebagai variabel dependen (Y). Sedangkan pajak reklame (X4) 

nilainya negatif, dimana koefisien bernilai negaitif artinya terjadi hubungan yang 

lemah (negatif) antara jenis-jenis pajak daerah sebagai variabel independen (X) 

terhadap PAD sebagai variabel dependen (Y). (3). Signifikansi Parameter 

Individual (Uji Statistik t), menunjukkan bahwa pajak  hotel dan restoran secara 

parsial, ada pengaruh positif dan signifikan pada pendapatan asli daerah di kota 

Denpasar. Sedangkan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak  penerangan jalan 

secara parsial, tidak ada atau pengaruhnya negatif pada pendapatan asli daerah di 

kota Denpasar. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa, sebagian besar sumber 

penerimaan PAD Pemerintah Kota Denpasar, masih mengandalkan dari sektor 

pajak daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut, Pemerintah Kota Denpasar 

hendaknya melakukan intensifikasi wajib pajak yaitu melakukan up-date data 

wajb pajak yang telah ada, dan ekstensifikasi yaitu memperluas basis penerimaan 

wajib pajak baru atau menggali secara optimal sumber-sumber penerimaan lain 

yang sah, yang berpotensi meningkatkan PAD. Pengawasan intensif atas 

pemungutan pajak daerah, memberikan sanksi hukum bagi fiskus yang 

menyalahgunakan kewenangan, dan memberikan penghargaan bagi fiskus yang 
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berprestasi. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi dan 

edukasi kepada wajib pajak mengenai regulasi, untuk menyadarkan wajib pajak 

yaitu asas kepatuhan, sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. 
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